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EDITORIAL

Ekonomi Kapitalis
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ummat dalam mengurus dan
dinnva maka ummat ldam vang mavoritas di Indonesia
kembali menemuban Jatidirinya, sistem sosialnva serta ekonomi
vang dimidilanva  Seharusnva ummat Isdam vakin bahwa semua aspek
"""""‘I"’_"f“‘a harus didasarkan pada syariat 1dam yang diturunkan dan
:\llah SWT. Menunit seyarahnva sistem imi hanya dalam tempo 22 tahun,
< bulan dan 22 han telah merubah masyarakat jahiliyah yang centang
perenang menjadi masyvarakat vang adil dan sejahtera dan kesejahteraan
masyarakatnya bisa bertahan sampai 700 tahun berikutnya.

Di negara hita vang dalam UUD 45 telah terdapat beberapa unsur dari
sifat ekonomi Islam dirobah total dalam aplikasi sejak kekuasaan Orde baru,
Scjak ity perekonomian nasional dipimpin dan dibangun dalam kerangka
sistem chonomi kapitalis diatas pemenntahan vang berbudaya feodal dan
otroriter dan dampak yvang kita rasakan saat i adalah:

1. Krisis ehonomi yang pecah pada tahun 1965, 1974, 1997 dan sampai
saat im masih terasa.
Negara vang terdepan sebagai Negara Terkorup
Negara yang rendah daya saingnya
Negara yang rendah dalam indeks PFembangunan Manusia
Negara vang paling banyak pornograh dan pornoaksi, termasuk
paling tingg) tinghat perceraian dan aborsi.
6. Memiliki hota yang tertinggi polusi dan kemacetan yangluar biasa
serta berdampak pada pemborosan waktu dan energy
Rendah pendapatan per hapita
Rendahnya kualitas fasilitas dan pelayanan sosial
Tingg) konflik sosial dan kerusuhan sosial antar desa, tawuran anak
seholah, puliter dan polis) | |

Pengalaman pahit dalam bidang ehonomi juga duus.nk.m‘ di lmbagan
daerah di Indonesia. Apakah hita masih puas dengan prestasi d.m kinerja
sistem ehonomi kapitalis ini? Atau kita sudah h.mu' mulai lll.-!nrlk dan
jembali kepada jati diri dan keyakinan iman hita yaitu kcu\b.!h hepada
ffah termasuk dalam sistem  Ekonomi Islam?
Semuanya tergantung pada kita semua. Tetapi uflugai muslim dgn sebagal
chonom yang merasahan dampak negatit dan .-Lunmlm Lapnlahs, saya
menyarankan sudah saatnya kita mencraphan ehonomi a)ap.nh pha kita
ingin bahagia duma dan akhirat dan pembangunan manusia m-u_luhn»ya
dapal dircalisasikan. Kesannijuga yang lgﬂangkup dan Harvard University
Forum on lslamic Finance yang sayd hadin pada tanggal Maret 27-28 yang

lalu di Harvard Universaty Cambndge, Massachusets USA yang lalu. (55H)
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ARTIKEL

Oleh Sasli Rais*

an  Masyarakat  (PNPM)
Mandiri  masih  menjadi
~‘icon”  progam  penanggulangan
kemiskinan di Indonesia pada
Rencana Pembangunan Jangka
PanjangMenengahkedepan(RPJMN
2010-2014). Oleh karena itu, terlepas
dari pro dan kontra terhadap
pelaksanaan PNPM Mandiri sampai
saat ini, banyak hal yang dapat
diambil sebagai best practice dalam
upaya pengembangan Ekonomi dan
Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
di Indonesia dalam hal Sosialisasi
Progam.

PNPM Mandiri yang dicanang-
kan Presiden Susilo Bambang
Yudoyono pada saat masih memim-
pin  Kabinet Indonesia Bersatu
Pertama pada bulan Juli 2007.
Meskipun apabiladitilik lebih lanjut,
memang satu sisi ada manfaat positif
dengan adanya PNPM Mandiri ini,
seperti masyarakat sudah dapat
merencanakan sendiri terhadap
kebutuhannya baik phisik maupun
non phisik, pemerintah daerah
sudah mulai melibatkan masyarakat
dalam proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan, dan
sebagainya. Namun, di sisi yang
lainnya, masih terdapat ganjalan
yang bernilai negatif dikarenakan
dana PNPM Mandiri yang berasal
dari loan/credit yang harus ditang-
gung oleh pemerintah dan rakyat
Indonesia dan entah kapan lunas
pengembaliannya. Meskipun, da-
lam beberapa hal kegiatan PNPM
Mandiri didukung juga oleh grant-
grant yang jumlahnya tidak sedikit.

Senyampang masih terjadi per-
bedaan pendapat tersebut, memang
cukup menarik perlu dipelajari
bersama karena perjalanan awal
PNPM Mandiri (note: dimulai dari
Progam Pengembangan Kecamatan-

P rogam Nasional Pemberdaya-

PPK, yang sckarang dikenal dengan
PNPM Mandiri Perdesaan) hampir
bersamaan disosialisasikan kepada
masyarakat sebagaimana lahirnya
Bank Muamalat Indonesia (BMI),
yaitu pasca jatuhnya pemerintahan
Era Presiden Soeharto, tahun 2008.

Berdasarkan keterlibatan penu-
lis selama ini, sejak tahun 2005
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
(Progam Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Khusus-
P2DTK, yang sekarang dikenal
dengan PNPM Mandiri Daerah
Tertinggal dan Khusus-PNPM DTK),
disamping itu penulis sempat juga
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
PPK selama 4 bulan pada tahun
2003 dalam rangka melakukan studi
kelembagaan sosial masyarakat
dalam rangka mendukung ke-
suksesan PPK. Sebagai pelaku
langsung PNPM Mandiri sebagai
Project Management Unit (PMU)
di Bappenas, dimana dalam hal ini
kegiatanlebihfokuspadamonitoring
dan evaluasi pelaksanaan PNPM
DTK/P2DTK secara menyeluruh,
mulai dari pelaksanaan sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan kegiatan,
pemeliharaan dan  bagaimana
keberlanjutan progam di masing-
masing daerah.

Selama ini, dalam setiap per-
jalanan  melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan PNPM
Mandiri di 10 Provinsi, 51 Kabu-
paten dan 186 Kecamatan ini.
Lokasi yang dikunjungi ini cukup
representatif ~ karena  mewakili
daerah-daerah komunitas yang
berbasis Islam (Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Bengkulu, Lam-
pung, Kalimantan Barat, Maluku
Utara) dan berbasis non Islam atau
sebagiannya (Provinsi Sumatera
Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tengah, Maluku, Nusa Tenggara

Belajar Sosialisasi dar;

Timur). Oleh karena itu, sebagai

pemerhati Ekonomi dan LKS
maka penulis mencoba sekalian
melakukan  sekalian interview
terhadap pelaku-pelaku PNPM
Mandiri yang notabene adalah
aparat pemerintah daerah (pejabat),
tokoh masyarakat, perguruan tinggi
termasuk dosen dan mahasiswa,
masyarakat sendiri, disamping juga
pelaku langsung lainnya terutama
konsultan dan fasilitator terkait
pengetahuan  mereka  terhadap
keberadaan Ekonomi dan LKS di
Indonesia. Ada hal yang menarik
dari hasil melakukan interview
dengan mereka tersebut bahwa
90%, mereka tidak mengetahui apa
itu Ekonomi Syariah, Perbankan
Syariah apalagi Lembaga Keuangan
yang lainnya. Hal ini menarik,
karena daerah-daerah yulg
dikunjungi masih masuk pada pusat
kecamatan, kabupaten dan provinsi
sehingga halini patut dipertanyakan
pelaksanaan Sosialisasi Ekonomi
dan LKS yang selama ini terus-
menerus dicanangkan. Ternyata
mereka ini merasa belum pernah
ada yang melakukan sosialisasi dari
pihak-pihak terkait, seperti Bank
Indonesia, Bank Syariah, Asuransi
Syariah dan lembaga keuangan
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svariah lainnya yang ada dj daerah
tersebut. Meskipun, ada beberapa
orang yang menjadi nasabah
Asuransi Takaful di Paly, tapi dia
ini hanya sebatas menjadi nasabah
saja karena menganggapnya

sama  seperti  asuransi-asuransj
konvensional yang ada di situ.
Mungckin, kita tidak perlu mem-
pertany “".an terhadap metodologi
yang ¢ rgunakan dalam hal inj,
apakat 'dah tepat atau tidak.
Mung) kita sepakat bahwa
masalc sosialisasi Ekonomi
dan ini memang menjadi
perta: besar bagi kita semua,
Korid ‘tas, sepertinya hampir
sar 2 in informasi dan data
dar th Infobank (No. 366
Sey te 2009) bahwa dari 5
bar « n syariah, 25 unit usaha
SERE n 133 BPRS bahwa total
assct ankan syariah per Juni
209 b. nencapai Rp 55,24 Triliun
(221 dari total asset industri

Perbarik.on sebesar Rp 2.496.19; total
dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp
42,10 Triliun (2,31%) dibandingkan
DPK industrj perbankan nasional
yang sebesar Rp 1.823.81 Triliun;
dan total kantor perbankan syariah,
berjumlah 899 (7,16%) dari total

antor industri perbankan, jumlah
\_

l1(2‘.566. Hal jp; belum lagi jasa
Scum:gan Syariah Yang lainnya
Cperti i

egada
yang masih cuktp Ty e

) demikian,
menjadj bertolak-
engan sudah adanya

termasuk lembaga
lah mahasiswa, dsb.)
kan dapat membanty
osialisasi Ekonomj dan
esia. Padahal mestinya,

kondisi tersebut juga tidak terjadi
karena dukungan kuat sudah ada
baik secara kelembagaan keuangan
maupun non keuangan Syaraiah,
seperti adanya Fatwa Haram Bunga
Bank oleh Majelis Ulama Indonesia
Pada 16 Desember 2001 meskipun
dokumenfatwanyabarukeluarpada
24 Januari 2004, Fatwa MUI No. 1
Tahun 2004, Tahun 2001; berdir'mya
Biro Perbankan Syariah di Bank
Indonesia; adanya kemudahan
bank-bank konvensional untuk
melakukan Unit Usaha Syariah
pada Maret 2002; adanya kejelasan
status hukum pendirian BPRS pada
Juli 2004; dibukanya kemudahan
melakukan Office Channeling (OC)
bank pada Januari 2006; keluarnya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah dan
UU Nomor 19 tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara
(Majalah Sharing Edisi 34 Thn IV,
Oktober 2009). ) '
Apabila kita berjalan-jalan di
ibukota kecamatan, kelurahan/desa

yang diharap
mendukung 5
LKSdiIndon

dan bertanya kepada masyaral::at
apalagi aparatnya tentang apa itu
PNPM Mandiri pasti mereka akan
langsung ‘mengenalnya’ meskipun
Secara  substansi belum tentu
mengetahuinya. Namun, minimal
dengan miengetahui apa itu PNPM
Mandiri  akan mudah untuk
memberikan penjelasan selanjutnya
tentang substansi PNPM Mandirj
tersebut. Hal inj menunjukkan,
bahwa nama PNPM Mandiri sudah
familiar dj masyarakat. Hal ini
bukan hanya dikarenakan PNPM
Mandiri cukup gencar disampaikan
melalui  sosialisasi TV apalagi
Pada saat pemilu 2009 kemarin
tetapi sebenarnya lebih kepada
bahwa masyarakat dan aparatur
juga sebagai pelaku  sosialisasi
yang efektif di tengah-tengah
masyarakat. Di samping, tentu saja
tidak dimunafikan peran langsung
dari fasilitator PNPM Mandiri juga.

Saat  ini, PNPM Mandiri
didukung oleh 5 PNPM Mandiri Inti
yang cukup gencar dan lebih dikenal
dimasyarakat dibandingkan PNPM
Pendukung yang dikelola oleh
masing-masing sektor yang berada
di Kementerian dan Lembaga. Lima
(5) PNPM Mandiri tersebut adalah
PNPM Perdesaan berada di 4371
kecamatan; PNPM Perkotaan (dulu
dikenal dengan P2KP) di 1.145
kecamatan; PNPM DTK/P2DTK
di 186 kecamatan; PNPM PPIP di
479 kecamatan dan PNPM PISEW
di 337 kecamatan dengan fokus
kegiatannya pada bidang capacity
building aparat pemerintah daerah,
kesehatan masyarakat terutama iby
dan anak, pendidikan dasar (Wajar
9 Tahun), pemberdayaan kaum
perempuan, dan bersifat ekonomi
(simpan pinjam pelaku usaha keci]
dan mikro)..
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